
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
]953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72
Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4355);

Mengingat

a. bahwa dalarn upaya untul meningkatkan kinerja dan
produktivitas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarrnasin, perlu untuk diberikan Tambahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja berdasarkan
tingkat kinerja yang terukur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota ten tang Sistem Pemberian Tarnbahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin;

Menimbang

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mt\HA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

TENTANG

SISTEM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAJ BERBASIS KINERJA

Dr LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 01 TABUN 2018

WALJKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara RcpubUk Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
PemberhentianfPemberhentian Semen tara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 2797);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah enarn belas kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

10. Peraturan Pemerintab Nornor 53 Tahun 2010 ten tang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Pre stasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tan tan g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20] 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 201] tentang Pedoman Penataan

~-runjanga.n Kirrerja Pegawai Negeri;

'"



Dalam Peraturan Walikota ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintab Kota Banjarrnasin.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja (TPP Berbasis Kinerja) adalah
penghasilan yang diberikan kepada pegawai selain gaji pokok, tunjangan
jabatan, dan tunjangan lainnya yang didasarkan pada beban kerja dan
tanggung jawab.

6. Pegawai eli Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut
Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

7. Kehadiran Kerja adalah jam kerja yang harus dipenuhi seorang pegawai per
minggu sebanyak 37,5 jam.

8. Aktivitas harian adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan pegawai setiap
hari dalam rangka melaksanakan tugas pokok maupun penugasan pimpinan.

9. Aplikasi aktivitas yang selanjutnya disingkat e-Aktivitas adalah aplikasi yang
digunakan untuk menyampaikan laporan aktivitas harian pegawai.

10. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan
paling rendah pejabat struktural eselon V arau pejabat lain yang ditentukan.

11. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat penilai,
12. Tingkat kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai selama sebulan

berdasarkan data absensi yang sah.
1:3..Jurnlah kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung

berdasar.'"ka:g;;lrap-ktttja·,,;-- '"; -,.
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Pasal 1

BAB]
KETENTUANUMUM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAl BERBASIS KINERJA OJ
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASJN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pemberitukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarrnasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lernbaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);



(1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin berhak untuk
mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

Pasa14

BABIV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASfLAN PEGAWAf BERBASIS KINERJA

Pasal 3

(1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat diberikan
Tarnbahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja diberikan kepada
pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalarn Peraturan Walikota ini
dan dianggarkan dalam APBD.

(3) Pernbayaran Tarnbahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja dibayarkan
setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAS III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAl BERBASfS KINERJA PEGAWAI

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja diberikan kepada pegawai
dengan maksud untuk, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.

(2) Pernberian Tambahan Pengbasilan Pegawai Berbasis Kinerja bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 2

BASIl
MAKSUD DAN TUJUAN

14. Realisasi Keuangan adalah nilai realisasi keuangan untuk rnendanai program
dan kegiatan SKPDyang dihitung berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).

15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran
(SPM).

16.Realisasi Pelaksanaan Kegiatan adalah persentase realisasi pelaksanaan
kegiatan terhadap rencana kegiatan yang dilaporkan SKPD.

17.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah.

18.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

-:



(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 diberikan berdasarkan indikator:
a. tingkat kehadiran;

b. nilai aktivitas harian;

c. capaian realisasi keuangan.

(2) Bobot tiap-tiap indikator Tarnbahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah sebagai beriku t :

a. 50% dari Pagu Plafon Anggaran untuk tingkat kehadiran;

b. 500/0 dari Pagu Plafon Anggaran untuk .nilai aktivitas harian dan capaian
realisasi keuangan yang terdiri dari:

70% nilai aktivitas harian

30% capaian realisaai keuangan;

(3) Bobot tiap-tiap indikator Tambahan Penghasilan Pegawa:i Berbasis Kinerja
khu su s untuk jabatan Staf AhliWalikota, sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. 50% dari Pagu Plafon Anggaran untuk tingkat kehadiran;
b. 50% dari Pagu Plafon Anggaran untuk nilai aktivitas harian;

Pasal6

BABV
POLA PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pernberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja tidak diberikan
kepada:

a. pegawai yang diberhentikan untuk sementara yang terlibat kasus hukum atau
sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib;

b. pegawai yang diberhentikan dan sedang rnengajukan banding administratif ke
Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau
mengajukan gugatan ke PTUN;

c. pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang
diperbantukan.Zdipekerjakan pada badany instansi lain diluar lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan yang bersifat khusus;

d. pegawai yang sedang rnenjalani cuti besar dan cuti eli luar tanggungan negara;

e. pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan
pensiun.

Pasal5

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada CPNS sebesar So%.

/



(1) Hari kerja ditentukan selama 5 (lima) han dalam 1 (satu) minggu terhitung
mulai Senin sampai dengan .Jum'at, kecuali unit kerja tertentu diberlakukan
selama 6 (enam) hari kerja dalarn ] (satu) minggu terhitung rnulai Senin sampai
dengan Sabtu.

Pasal8

(1) Tingkat kehadiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
dihitung berdasarkan had dan jam kerja eli dalam satuan organisasi;

(2) Setiap Pegawai wajib melakukan rekarn kehadiran secara elektronik pada setiap
kehadiran ditempat kerja masing-rnasing;

(3) Rekam kehadiran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan pada waktu
masuk kerja dan pulang kerja.

(4) Persentase tingkat kehadiran Pegawai didapat dari: Jumlah Kehadiran x 100%

Jumlah Had Kerja

Pasal 7

Bagian Kedua
Tingkat Kehadiran

Tarnbahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
Persentase Tingkat Kehadiran.
Persentase Nilai Aktivitas.

TPP

PTPP

PTK
PNA

TPP = ((500/0 PTPP) x PTK) + ((50% PTPP) x PNA )

Keteran gan :

peRK Persentase Capaian Realisasi Keuangan
(5) Khusus untuk jabatan Staf Ahli Walikota, diberlakukan formulasi sebagai

berikut :

Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
Persentase Tingkat Kehadiran

Persentase Nilai Aktivitas

PTpp

PTK
PNA

(4) Jumlah Tarnbahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang diterima
rnerupakan hasil dan tingkat kehadiran, nilai aktivitas harian dan capaian
realisasi keuangan, dengan formulasi matematis sebagai berikut:
Rumus 1 : 50% PTPP x PTK
Rumus 2 : ((50% PTPP) x 700/0) x PNA
Rumus 3 : ((500/0 PTPP) x 30%) x PCRK

TPP = Rumus 1+ Rumus 2 + Rumus 3

Keterangan :
TPP Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja



=25%

= 50%
= 75%

= 100%,

a. Sampai dengan 300 poin
b. 301 sampai dengan 700 poin

c. 701 sampai dengan 1000 poin
d. lebib dad 1000 poin

(1) Nilai Aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
adalah
a. rincian kegiatan yang dilakukan pegawai setiap had kerja sesuai dengan
Tupoksi atau pen ugasan pim pinan.

b. penugasan di 1uar hari dan atau jam kerja.
(2) Nilai Aktivitas Harian dihitung dari selisih total nilai aktivitas terhadap beban

kerja normal sebesar 6000 poin setiap bulan dengan ketentuan selisih:

Pasal )1

Bagian Ketiga
Aktivi tas Harian

Ketidakhadiran baik itu tanpa kabar, sakit, izin , cuti mengurangi Jumiah
Persentasi Kehadiran kecuali tugas luar dan diklat/training.

Pasal 10

Jumlah Terlambat Jumlah Potongan hariNo Masuk /Pulang Cepat
(per Bulan) kerja

1 3 kali 1

2 4 - 6 kali 2

3 7 - 9 kali 3

4 10 - 12 kali 4

5 13 - 15 kali 5

6 16 - 18 kali 6

7 19 - 21 kali 7

8 Lebih dari 21 kali 10

Pegawai yang terlambat masuk darr/atau pulang lebih cepat dari waktu yang
ditentukan mendapat potongan akumulatif sebagai berikut :

Pasal 9

(2) Unit kerja yang melaksanakan hari kerja 6 (enam) hari yaitu sebagai berikut:

a. puskesmas dinas kesehatan Banjarmasin

b. penilik sekolah dan pamong belajar



(1) Pegawai yang dinilai dapat mengajukan keberatan. atas penilaian pejabat penilai
dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pejabat penilai
dapat rnernperbaiki .hasil penilaiannya dalam waktu 2 x 24 jam setelah
mernberikan penilaian pertama.

(2). Pegawai yang masih keberatan terhadap hasil pengajuan keberatan
sebelumnya, dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung Pejabat
Penilai paling Jambat tanggal S pada bulan berikutnya.

(3) Tim Penilaian Kinerja melakukan verifikasi data aktivitas secara berkala, jika
ditemukan adanya ketidakbenaran datal pemalsuan laporan aktivitas ,
diberikan sanksi kepada Pegawai yang bersangkutan dan pejabat penilai berupa
pengurangan pagu Tarnbahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Pegawai
sebesar 100% selama 1 bulan berikutnya setelah penetapan adanya pernalsuan
data.

(4) Tim Penilai Kinerja minimal terdiri dari unsur-unsur Kepegawaian, Inspektorat,
Keuangan, Sekretariat Daerah [Bagian Organisasi dan Bagian Pembangunan),
dan unsur lain sesuai kebutuhan.

(5) Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan harus
diperbaharui setiap awal tahun anggaran.

(6) Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pacta ayat (4)
berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin.

Pasal 13

(1) Setiap Pegawai wajib menyusun Penilaian Kinerja secara online (e-SKP)melalui
Aplikasi Sistem Manajemen Pegawai untuk dapat menginpu t aktivitas harian
pegawai.

(2) Setiap pegawaimengisi aktivitas harlan pada e-aktivitas paling lambat pukul
24.00 WrTA hari berikutnya.

(3) Kornponen yang diisi pada indikator aktivitas harian sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) meliputi : uraian aktivitas, objek/keterangan, jumlah output,
satuan output, waktu awalj akhir aktivitas, bukti dukung visual (foto), yang
disesuaikan dengan ketersediaan menu pada sistern.

'(4) Pejabat Penilai memberikan nilai kualitas terhadap laporan e-aktivitas paling
lambat pukul 24.00 had berikutnya.

(5) Jika Pejabat Penilai tidak memberikan penilaian sampai batas waktu berakhir,
maka laporan aktivitas yang disampaikan dianggap disetujui dengan nilai Baik.

Pasal 12

(3) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'diperoleh dari jumlah poin
setiap aktivitas yang dilaporkan dikali nilai kualitas yg diberikan Pejabat
Penilai.

(4) Bilamana terjadi mutasi waupun promosi pegawai maka Tambah an
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Pegawai dibayarkan oleh SKPD
sebelumnya berdasarkan plafon SKPD asaJ sesuai dengan jabatannya.

(5) Untuk perhitungan aktivitas harian pegawai dihitung dari awal bulan sampai
dengan yang bersangkutan mutaai ditambah perhitungan jabatan baru sampai
dengan akhir bulan .

.(6.) Apabila terjadi prornosi pegawai dalam bulan berjalan maka besaran Tambah an
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja masih mengacu pada jabatan
sebelumnya ..



(1) Besaran plafon Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Per Jabatan
ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan rnernperhatikan Peraturan
Walikota yang mengatur tentang Kelas Jabatan.

(2) Untuk jabatan dengan tugas tertentu, yaitu ajudan Walikota dan ajudan Wakil
. Walikota diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang
besaran plafonnya ditetapkan didalam Keputusan Walikota.

Pasal18

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN P'ENGHASfLAN PEGAWAJBERBASIS KINERJA

(1) P fa C . R ali . K Ueulistlsi Sel·a.pan AnBBaran 10001.ersen se apaian e sasi euangan = R S' A X 70enccrna erapan n.BBaran

(2.) Sumber data untuk perhitungan Capaian Realisasi Keuangan adalah laporan
rencana dan realisasi keuangan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala SKPD
kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarrnasin melalui Bagian Pernbangunan
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin secara rutin setiap bulan, paling lambat
tanggal 5 QUlan beriku tnya.

Pasal 17

Kegiatan yang penggunaaan anggarannya berdasarkan kebutuhan, bersifat
insidentil, tidak dapat diukur, dikecualikan dan ketentuan capaian realisasi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak diperhitungkan dalam
persentase capaian realisasi keuangan.

Pasal 16

(1) Capaian Realisasi Keuangan sebagairnana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
huruf c adalah nilai SP2D yang telah di cairkan melalui kas daerah.

(2) Perhitungan persentase capaian realisasi keuangan menggunakan total SP2D
yang dicairkan dibandingkan clengan anggaran kas yang direncanakan.

(3) Realisasi keuangan untuk .Jabatan Sekretaris Daerah dihitung dari akurnulasi
nilai SP2D seluruh unsur Sekretariat Daerah.

(4) Realisasi keuangan untuk jabatan Asisten Sekretariat Daerah clihitung dari
akumulasi nilai SP2D seluruh bagian dibawahnya.

Pasal 15

Bagian Keempat
Capaian Realisasi Keuangan

Jenis Pekerjaan atau Rincian Aktivitas Pegawai dan Nilai Kualitas sebagaimana
dimaksud da.lam Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal Lc



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ' 6 lem...mb r 2 1JIt;,SEKRETARi DAERAH KOTA BANJARMASlN, ~

A-
H. HAMLl KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASINTAHUN 2018 NOMOR 81

Ditetapkan di Banjarmasin
~ pada tanggal 26:-1e sembe r ,~1 p.

'\ WALIKOTA BANJARMASfN?

~Irt H. TBNU SINA

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Pasal 22

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota
Banjarrnasin Nomor 7 Tahun 20] 7 tentang Pernberian Tambah an Penghasilau
Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kota
Banjarmasin dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Perubaban atas Peraturan Walikota Banjarrnasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pernberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarrnasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2018 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa121

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

(1)Peraturan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019.
(2)Pernbayaran Tarnbahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2018 dibayarkan

pada tanggal 15 .Januari 2019 disesuaikan dengan Pagu Tambahan Penghasilan
Pegawai sebelumnya.

(3)Contoh Pola perhitungan pemberian Tambahan Peughasilan Pegawai Berbasis
Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal20

Segala bentuk honorarium tim./panitia kegiatan hanya dapat dibayarkan kepada
Walikota, Wakil Walikota, dan tenaga non PNS

Pasal19

BAB Vil
KETENTU AN LAIN-LAl N



= ((O,S x 3.000.000) x 30 % ) x 44,44 0/0
= (Rp I.S00.000 x 30%) x 44,44 %
~ Rp 4~0.OOO~4,44.91o

• ~ n I

Rumus 3

Rurnus 2

= (0,5 x 3.000.000) x 95fyo)
= Rp 1.S00.000 x 95 %)
= Rp 1.42S.000

= ((O,S x 3.000.000) x 70 % ) x SO %
= (Rp 1 .SOO.OOOx 0,7 ) x SO%
= Rp 1.0S0.000 x SO%
= Rp 525.000

Rumus 1

Contoh 1 :
Pada awal bulan Juni, tingkat kehadiran si Fulan berdasarkan hasil finger print
diketahui bahwa tingkat kehadirannya pada bulan Mei sebesar 95%. Nilai aktivitas
harian yang diperolehnya mencapai 6.400 point. Capaian Realisasi Keuangan SI<PO
tempat si Fulan bertugas sesuai SP2D adalah RpSOO.OOO.OOO,OOdari rencana
Rp700.000.000,00. Realisasi Keuangan kegiatan SKPD tersebut mencapai 20% dari
rencana 450/0. Berapakah nilai Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
yang diterima si Fulan yang menjabat sebagai Kepala Seksi dengan pagu Tarnbahan
Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Rp3.000.000,OG pacta bulan Juni?
Jawab:
Dari con tob di atas, d iketah ui :

a. Tingkat kehadiran = 9S%
b. Nilai Aktivitas = 6.400 point (50%)
c. Capaian Realisasi Keuangan=(200/0j4S%) x 100% = 44,440/0
ct. Pagu Tambahan Penghasilan PegawaiBerbasis Kinerja = Rp3.000.000,00

Formula yang digunakan adalah :
Rurnus 1 : SO% PTPP x PTK
Rumus 2 : ((SO% PTPP) x 70%) x PNA

Rumus 3 : ((50% PTPP) x 30%) x PCRK

TPP = Rurnus 1 + Rurnus 2 + Rumus 3

Keterangan :

TPP Tam bahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
PTPP Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
PNA Persentase Nilai Aktivitas
PCRK Persentase Capaian Realisasi Keuangan
PTK Persentase Tingkat Kehadiran .

Maka jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang diterima Sl

Fulan pada bulan Juni adalah:
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Maka jurnlah Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang diterima si
Fulan pada bulan Juni adalah:
Khusus untuk jabatan Staf Ahli Walikota, diberlakukan formulasi sebagai berikut :
TPP = ((500/0 PT?P) x PTK) + ((500/0PTPP)x PNA )

= ((0,5 x Rp 17.500.000) X lOO(Yo) + ((0,5 x Rp 17.500.000) x 75 %)
= (Rp 8.750.000,- x 100%)+ (Rp 6.562.500,- x 100%)
= Rp 15.312.500,-

Contoh 2 :

Pada awal bulan Juni, tingkat kehadiran si Fulan berdasarkan basil finger print
diketah ui bahwa tingkat kehadirannya pada bulan Mei sebesar 100%. Nilai
aktivitas harian yang diperolehnya mencapai 6.775 point. Berapakah nilai
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang diterima S1 Fulan yang
menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukurn, Politik dan Pemerintahan dengan pagu
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Rp17.500.000,- pada bulan Juni?
Jawab:
Dari contoh di atas, diketahui :

a. Tingkat kehadiran = 1000/0
b. NilaiAktivitas = 6.775 point (750ft»)
c. PaguTambahan Penghasilan PegawaiBerbasis Kinerja= Rp17.500.000,-

= Rp 199.980
TPP = Rumus 1 + Rumus 2 + Rurnus 3

= Rp 1.425.000 + Rp 525.000 + Rp 199.980
= Rp 2.149.980


